an ketentuan Pasal 13 ayat
ang Nomor 22 Tahun 2016
i dan Tata Kerja Pemerintah

3 Tahun 2016 tentang
Kerja Pemerintah Desa
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1 Tingkat Il Semarang
Indonesia Tahun 1992
.embaran Negara Republik

mor 43 Tahun 2014 tentang
ang - Undang Nomor 6
(hmbaran Negara Republik
- Nomor 123, Tambahan
Indonesia Nomor 5539)

bah  dengan  Peraturan
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sistem pemerintahan Negara

desa dibantu perangkat desa

cung tugas Kepala Desa Timpik
i dalam bentuk pelaksana

at Desa yang membantu

ariat desa yang membantu
. administrasi pendukung

Kepala Desa sebagai

dihngknt BPD adalah
b yang anggotanya
terwakils mlayah

el --| tnya disingkat
Beuhmpak













8 membantu Sekretaris Desa dalam urusan
- pendukung pelaksanaan tugas - tugas

Ll

; tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala
memiliki fungsi pelaksanaan urusan

Strasi keuangan;
*r-sumber pendapatan dan pengeluaran;
Strasi keuangan; dan
'fmauﬂan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan
it Desa.

Umum dan Perencanaan memiliki fungsi Pelaksanaan
ausahaan dan perencanaan meliputi

e perangkat desa;
a perangkat desa dan kantor;

nan jangka menengah desa:
rintah desa;

_ nendnpatan dan belanja desa;
—

mgram dan



~Hjahiteraan mempunyai fungsi :

Pembangunan sarana prasarana perdesaan:
Mbnngunan bidang pendidikan dan kesehatan;

H4n Sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya,
b politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,

AN penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak
N masyarakat;

Ml Upaya partisipasi masyarakat;
AN nilai sosial budaya masyarakat;
keagamaan; dan

o Ao _ 1
| administrasi ketenagakerjaan.
Paragraf 5
Kepala Dusun
Pasal 11
perkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.

ertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas

|

bagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala

: . ketertiban, pelaksanaan upaya
mobilitas kependudukan, penataan dan

gunan di wilayahnya;
iatan dalam meningkatkan
dalam meningkatkan

m menjaga lingkungannya;

masyarakat dalam
pemerintahan  dan






